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Menimbang : a

Mengingat ; 1

b

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor .... Tahun 2020 tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh
Utara tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 sebagai
rincian lebih lanjut dari Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 9O3ll4O9/2O2O
tanggal 29 bulan Agustis tahur' 2O2O tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara
tentang Pertanggundawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 _tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, --Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun-1999 Nomor 75, Tambahan
Ieinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tPntang
Keuanfan Negara (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun- 2003 -Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. H1{llg-_Yndang -Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendah?rg"an 

^{ggar_a (Lem],aran Negara RepubliE
Indonesia Tahun 2oo4 Nombr 43ss, Tambahan l,eniuaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang
Pemeriksaan dan -Tanggyn_g Jawab Keuangan Negari
fl.emlaran Negara Repub-iik Iirdonesia Tahun ioo+ woiloi
-69, Tambahan Lembaran Negara Republik tnaonesia
Nomor aaOO\

6. undang-undang Nomor 25 Tahun 2ao4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembararr" rrregJa
Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomdr 104, Tambafian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

7 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentans
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dafiPemerintrhrl D191ah (Lembaran Negara RepuUtit<
Indonesia Tahun 2oo4 Noinor 126, Tarnbitran Lenibaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4:$q;

8. Undang-U-ndarg . {9*oI 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Ajrh (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2006 Nor-rg_. 62, TarnbaTran #mbaran Negara
Republik IndonesiaNomor a633) ;

9. Undang-lJndang.-Nomor 28 Tahun 2aag tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara n"eputitit<
Indonesia Tahun 2oog Nomor'130, Tambah-an Lenibaran
Negara Republik IndonesiaNomor 50a9) ;

10. Undarlg-U.ndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahar-r Dqe_rah (lembaran Negara Republifi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalhan I-embaran
Ne-gara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
b_eberapa _ \alinya, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua AtaE
Undang-U.ndang_ Nomor ._ 23- Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahar_r Qqerah (Lembaran Negara RepubHE
Indonesia Tahun2015 Noriror 588, Tambihan Lenibaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangal Kepala Daerah dan wakil Kepali
Daerah_ (I-embaran Negaia Republik Indonesia Tairun
2000 Nomor 210,'Iambahan Leimbaran Negara Republik
IndonesiaNomor aO28l;

12- Peraturan Pemerintah Nomor s5 Tahun 2005 tentangDana Perimbang3l^_ __ (Lembaran Negara RepubH[
Indonesia Tahun 200s Noinor 137, Tamblhan Lenibaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSTSI;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6s rahun 2oos tentang
Pedoman Penyusunan_$an penerapan standar pelayanafr
l4lt*el (kmbaran Negara RepuUtit< Indonesia fahun
2005 Nomor 150, Tambahan L,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
P_elaporan Keuangan dan Kineq'a Instansi pemerintafi
(l,embaran NegarrRepublik Indoriesia Tahun 2006 Nomor
?_5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6lfl;

Bag. I{k/Perbup 6.



.)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentar:g
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanal
Umum (Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201'7 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi,Kabupaten dan Kota;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahq!
kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11
tentng Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Da-lam Negeri Nomor 123 Tahun 2078 tentang
Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Ne.-gef
Nomor 32 Tahun 2011 tentng Pedoman Pemberian Hibah

Bag. Hk/ Perbup 6........'.
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dan Bantuan SSsjal .y1ng bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanjd Dairah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2ol3
lentang Penerapan standai Akuntansi pemerint"t rnuerbasis Akrual Pada pemerintalr Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 1.42bl;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2ol7tentang Pedoman Evaluasi Rancangan peraturan Daerah
lenqng Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan _9"". BGlanja Daerah dan Ranffi;i;;Peraturan Kepala _ - 

pri.erah tentang penj;bdan
P,ertalgyngjawaban pelaksanaan Anggar"an pendipatan
dan Beranja.-Daerah_(Berita Negara -Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor a50);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3g rahun 201g
tentang ledoryal fenyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2d19.

30. Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 6 Tahun 20ogtentang Pokok-pr8ok pengelola Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Nomor 253-i;

31". Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor g rahun 2olg
!""t"lg Anggaran Pendapatql- {an Belanja Kabupaten
Aceh utara Tahun Anggaran 2ot8 (Lembarin Kabuiraten
Aceh Utara);

32. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2A1-9
lgqtang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh utara Tahun Anggarin 2olg (t emba*in
Kabupaten Aceh Utara );

33. Peraturan Bupati Aceh utara Nomor l0 Tahun 2o1g
fgtlt"rrg Penjabaran Angg:lr-an pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh utara-aahun Anggiaran 2org (Beri"ta
Kabupaten Aceh Utara Nomor 

*46 
Tahun 'rOiii

ggbagalpana telah diubah dengan peraturan Bupati Aceli
utara Nomor 46 Tahun 2018 lentang perubahdn Kedua
Atas Peraturan Bupati Aceh utara Noiror 10 Tahun 2ois
fgrlt""S Perg-abSran Anggjrran pendapatan dan Belanja
Kabupaten .Aceh utari-Tahun- Anggiaran 2018 leeiifaKabupaten Aceh Utara Nomor 46 Tahlfrn 2019).

34. Peraturan Bupati Aceh utara Nomor 3s rahun 201,9
tentang _Perubahan fenjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Utara Tah-[n Anggaran'2}lg.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2org, terdiri
dari :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
b. Pendapatan Transfer Rp.
c. Lain-lain Pendapatan Yg Sah Rp.

279.567 .720.L49,97
2.259.3t5.724.A45,O9

67 .232.456.401 ,00

Bag.I{k/Perbup 6.

Jumlah Pendapatan Rp. 2.606.115.300.596,06
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2. Belanja
a. Belanja Operasi

1) Belanja pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial

Jum1ah Belanja Operasi .

b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah
2) Belanja Modal peralatan

Mesin
3) Belanja Modal Gedung &

Bangunan
4) Belanja Modal Jalan,

Irigasi & Jaringan
5) Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya
Jumlah Belanja Modal

Rp. 1.883.897.843.008,98

Rp. 860.324.094.198,00
Rp. 567.887.536.392,00
Rp. 3.000.000.0O0,O0
Rp. 2A.497 .600.000,00
Rp. 1 1.489.764.000.@
Rp. 1.463. 198.994.590,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

5.4t9.840.500,00

71.448.207.636,00

142.568.924.353,00

168.567.958.445,98

32.683.1 17. 1,00
420.698.048.415,99

10.800.003.00
10.800.003,00

4.460.696.079,00

49.O32.253.345,49
0.00

49.A32.253.345,48

c. Belanja Tak Terduga Rp.
Jumlah Belanja Tak Terduga Rp.

3. Transfer
a. Transfer Bagi Hasil Rp.

Pendapatan
b. Transfer Bantuan Keuangan Rp.

Jumlah Transfer Rp.
748.535.851 .357,00

Surplus/(Defisit)

7 52.996 .547 .436,0A

(3O.779.089.848,92)

4. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih pembiayaan
Anggaran (SILPA) 18.253. 163.496.56

Pasal 2
Ringkasan . Iraporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercanturi- dalam Larripiran I
Peraturan Bupati ini.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Pasal 3
Ringkasan _ L-aporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I dirinci leb-itr lanjut ke- daram
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Bag. IIk/ Perbup 6..........
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Pasal 4

fgnjabaran - Laporan , Rearisasi Anggaran sebagaimanadimaksud dalarir pasal 3 tercantum*dalam r,amFiiar- rrPeraturan Bupati ini.

Pasal 5
l,ampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 d,an pasal 4merupakan [agian yang tidak terpisahkan dari p"i"i"i*
Bupati ini.

Pasal 6

*=r,gll__ _Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
cl.runclangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundang€rn Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Seotember 2020 M

19 Muharrarn 1442 H

BUPATI ACEH UTARA, tr

-{,-.-L-aF-H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 M

22 Muhanram 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

Paraf Koordinasi

Kepala BPKD
K

Kepala Bagian Hukum lA

BERITA KAEIUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O2O NOMOR .3.}

Bag. Hk/Perbup 6.....


